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Abstract
The expulsion and oppression activities carried out by Israel are a major problem that continues to be experienced by the Palestinian people. So it requires attention and support from outside parties, such as the Arab League, to be able to fight for independence for Palestine. In this article, researchers use the theory of organizational roles to analyze the role of the Arab League as an actor, arena and instrument. This research was conducted using a qualitative method from Christopher Lamont. As for the sources and techniques of data collection, they were obtained through archives and documents, both primary, secondary, and those obtained via the internet. The results of this research show that the Arab League continues to demonstrate its role as a regional organization in seeking solutions to stop Israeli colonialism in Palestine, but until now, the Arab League has not succeeded in freeing Palestine from Israel. Due to the inability of member countries to build solidarity and end dependence on the United States, decisions are often made by considering the interests of certain parties.
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Abstrak
Aktivitas pengusiran dan penindasan yang terus dilakukan oleh Israel, merupakan permasalahan besar yang terus dialami oleh masyarakat Palestina. Sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari pihak luar, seperti Liga Arab, untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Dalam riset ini, periset menggunakan teori peran organisasi untuk menganalisis peran Liga Arab sebagai aktor, arena, dan instrumen. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dari Christopher Lamont. Adapun untuk sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui arsip dan dokumen, baik primer, sekunder, maupun yang diperoleh lewat internet. Hasil dari riset ini, menunjukan bahwa Liga Arab terus menunjukkan perannya sebagai organisasi regional, dalam mencari solusi untuk menghentikan kolonialisme Israel di Palestina, namun hingga kini, Liga Arab belum berhasil melakukan Langkah kongkrit yang memerdekakan Palestina. Dikarenakan ketidakmampuan negara anggota dalam membangun solidaritas dan mengakhiri ketergantungan terhadap Amerika Serikat, sehingga keputusan seringkali dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan pihak tertentu.
Kata kunci: Israel, penjajahan, Liga Arab, Organisasi Regional, Palestina

Pendahuluan
Aksi penyerangan dan pengambilalihan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel, terus menjadi permasalahan besar di kawasan Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, masyarakat Palestina terus menanggung banyak kerugian dan menjadi korban atas berbagai serangan yang dilakukan oleh Israel. Menurut laporan dari Institute for Middle East Understanding (IMEU), pada tahun 2022, terdapat sekiranya 1.084 rumah dan bangunan milik masyarakat Palestina yang dihancurkan oleh Israel. Hal ini mengakibatkan sedikitnya, 1.294 orang warga Palestina terpaksa harus mengungsi dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain itu, IMEU juga melaporkan terdapat sekitar 838 serangan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban tewas maupun luka (IMEU, 2023). Selanjutnya pada tahun 2023, sekitar 4000 orang warga Palestina di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, harus mengungsi, akibat praktik dan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas Israel (OCHA, 2024).
Permasalahan yang terjadi antara Palestina dan Israel membutuhkan upaya penyelesaian yang tepat, oleh sebab itu peran pihak internasional, untuk dapat menyelesaikannya. Menurut laporan The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA, hingga saat ini, pertempuran di Gaza masih terus berlanjut, kekerasan di Tepi Barat juga terus mengalami peningkatan, dan jutaan masyarakat Palestina masih terus berjuang di bawah pendudukan Israel, menghadapi praktik pemaksaan dan perpecahan politik Palestina (OCHA, 2024). 
Salah satu organisasi internasional yang diharapkan bantuannya terhadap Palestina, mengingat kedekatan geografis dan etnis, adalah Liga Arab. Liga Arab atau Al-Jamai’a al-Arabiyah adalah sebuah organisasi regional yang didirikan pada 1945, dengan lima anggota, yakni Irak, Mesir, Lebanon, Yordania dan Suriah. Organisasi ini tumbuh dari gagasan nasionalisme Arab, yang menyatakan bahwa Arab harus terbebas dari dominasi Eropa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Liga Arab memandang terbentuknya Negara Israel sebagai bentuk perpanjangan dari dominasi negara barat (Toffolo, 2008, pp. 7-24).  Sejak awal dibentuk, Liga Arab telah memandang permasalahan yang terjadi pada Palestina sebagai isu penting yang harus diselesaikan. Untuk itu, organisasi ini telah melakukan berbagai upaya dalam membantu perjuangan masyarakat Palestina (Toffolo, 2008, pp. 7-24). Sebagai contoh, pada tahun 1948, sehari setelah Yahudi mengumumkan pendirian Negara Israel, kelima negara anggota Liga Arab menunjukan dukungan mereka pada Palestina, dengan melakukan penyerangan terhadap Israel. Selain melalui aksi militer, Liga Arab juga menunjukan penolakan mereka dengan melakukan boikot terhadap bisnis berasal dari Israel, bisnis yang beroperasi di Israel, maupun bisnis yang memiliki hubungan dengan bisnis lain yang beroperasi di Israel (Malkawi & Slawotsky, 2018). Meskipun setelah itu, satu persatu negara anggota menarik diri dari aksi boikot tersebut (Toffolo, 2008, pp. 65-66). 
Aktivitas pelanggaran Israel yang terjadi di wilayah Palestina, sebelumnya pernah dijelaskan dalam beberapa literatur seperti (Pappe, 2006), (Veracini, 2013), (Shlaim, 1990); (Danfulani, Leawat, & Dinshak, 2021). Keempat literatur tersebut turut mengkaji mengenai peristiwa yang terjadi diantara Palestina dan Israel. Adapun mengenai peran Liga Arab sebagai organisasi regional, sebelumnya juga pernah dibahas dalam (Nasur, Irshaid, & Jreban, 2017); (Pradana & Yulianti, 2017); (Ülger & Hammoura, 2018), (Toffolo, 2008) yang menjelaskan mengenai peran Liga Arab dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, mulai dari konflik, ekonomi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Dalam literatur-literatur tersebut terdapat analisis mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi kegagalan Liga Arab untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan. 
Dalam riset ini, akan diteliti mengenai peran Liga Arab sebagai organisasi regional dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Palestina pada tahun 2017 sampai dengan 2023. Metode yang digunakan dalam riset adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah archival or documentbased search, baik melalui dokumen primer maupun sekunder, serta internet based search yang didapat dari jurnal, situs berita, website organisasi dan lain sebagainya. 

Sejarah Hubungan Palestina-Israel
Berdasarkan sejarah, pengambilalihan wilayah Palestina oleh para pemukim Yahudi semakin meningkat sejak dicetuskannya Deklarasi Balfour tahun 1917. Melalui deklarasi tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, Arthur James Balfour, menyampaikan dukungan mereka terhadap pembentukan rumah nasional (national home) bagi orang-orang Yahudi, dan akan berupaya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut (Ismael & Perry, 2014, pp. 53-54).Pada tahun 1947, Pemerintah Inggris mengembalikan mandat atas wilayah Palestina kepada PBB, yang kemudian disusul dengan dibentuknya UNSCOP atau United Nations Special Committee on Palestine, sebuah komite khusus PBB untuk Palestina. Melalui UNSCOP, PBB menawarkan solusi yang termuat dalam United Nation Partition Plan atau Resolusi PBB 181, mengenai pembagian wilayah. Dalam resolusi ini, pihak Yahudi mendapatkan 55% wilayah, sedangkan Arab Palestina mendapatkan 45%, dan untuk wilayah Yerusalem berada dibawah kendali internasional (Fincham, 2015). Resolusi ini mendapatkan penolakan dari pihak Palestina, namun disetujui oleh pihak Yahudi. Dalam Resolusi 181 tahun 1947 itu, terdapat klausul bahwa pihak Yahudi tidak boleh melakukan pengusiran (United Nations, 1947). Namun, pihak Yahudi melanggar Resolusi ini dengan melakukan aksi ethnic cleansing terhadap masyarakat Arab Palestina. Sejak akhir 1947, kelompok Yahudi mendatangi pemukiman-pemukiman Palestina untuk melakukan penghancuran, pengusiran paksa, bahkan pembantaian kepada para penduduk di sana (Pappe, 2006).
Pada 14 Mei 1948, Yahudi mengumumkan kemerdekaan mereka dan mendirikan negara Israel. Negara ini mendapatkan pengakuan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Satu hari setelah pernyataan kemerdekaan tersebut, lima negara Arab, yakni Irak, Suriah, Yordania, Mesir dan Lebanon melakukan serangan terhadap Israel. Perang pun terjadi antara Israel dan Negara Arab, dan Israel memperoleh kemenangan atas perang ini, menjadikannya memiliki kuasa atas 78% wilayah bersejarah Palestina. Akibatnya, sekitar 750.000 orang warga Palestina harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya (Haddad, 2022). Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, hingga hari ini, Israel tersebut terus melakukan berbagai serangan dan upaya pengambilalihan wilayah milik warga Palestina.
Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dalam beberapa tahun terakhir.
A. Pengusiran dan Perluasan Pemukiman
Terdapat berbagai kasus pengusiran yang seringkali terjadi di Palestina. Salah satu kasus pengusiran terjadi di wilayah Masafer Yatta, yang terletak di Zona C, Tepi Barat. Wilayah ini rencananya akan digunakan untuk membangun zona pelatihan militer. Berdasarkan laporan OCHA, pengusiran di wilayah ini telah terjadi selama bertahun-tahun, dan semakin intensif pada Mei 2022. Sejak awal Juli tahun 2023, dilaporkan sebanyak 13 keluarga, yang terdiri atas 84 orang, terpaksa harus mengungsi dari Masafer Yatta (OCHA, 2023). Berdasarkan data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA, sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2023, terjadi peningkatan aktivitas pengusiran rumah milik masyarakat, melalui penggusuran di Tepi Barat maupun Yerusalem Timur. Hal ini mengakibatkan, sekitar 7549 orang terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya (OCHA, 2023). Berikut adalah grafik yang menunjukan perkembangan kasus penggusuran di Tepi Barat dan Yerusalem Timur:  
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Sumber : OCHA (2023)
Ketika banyak dari masyarakat Palestina terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya, akibat aktivitas pengusiran. Banyak dari pemukim, justru berdatangan di wilayah pendudukan, dan menetap di tanah tersebut. Diperkirakan, terdapat lebih dari 700.000 pemukim telah tinggal di 279 komplek pemukiman yang ada di wilayah pendudukan (OHCHR, 2023). Semantara itu, sejak Januari hingga Juni 2023, Israel juga dikabarkan telah membangun lebih dari 12.000 rumah untuk pemukim di Tepi Barat (Reuters, 2023). Meskipun memeroleh banyak kecaman, proyek perluasan pemukiman ini, kedepannya terus dikembangkan, hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang menyatakan akan terus mengembangkan proyek pemukiman dan akan memperkuat kendalinya atas wilayah tersebut (Al Jazeera, 2023). 
Aksi pengusiran yang dilakukan oleh Israel jelas melanggar hukum internasional. Berdasarkan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa: (1) Setiap orang berhak untuk dapat memiliki properti sendiri maupun bersama dengan orang lain, (2) Tidak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan sewenang-wenang. Perlindungan atas hak pribadi seseorang didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, antara lain Pasal 46 Konvensi Den Haag yang mengatur mengenai penghormatan terhadap keluarga, nyawa seseorang, keyakinan atau keagamaan, serta harta benda pribadi. Pasal ini juga menyebutkan adanya larangan penyitaan terhadap properti pribadi. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Israel juga melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat, yang menyatakan mengenai larangan kekuatan pendudukan untuk menghancurkan properti pribadi milik individu, bersama, negara, otoritas publik, organisasi internasional, maupun koperasi, kecuali jika dibutuhkan dalam operasi militer (Lein & Weizman, 2002). 
Sementara itu, terkait aktivitas pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat maupun Yerusalem Timur, juga merupakan tindakan yang ilegal dalam hukum internasional. Berdasarkan Resolusi 2334 tahun 2016, Dewan Keamanan PBB secara tegas menyatakan bahwa aktivitas pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang telah mereka duduki sejak tahun 1967, meliputi Yerusalem, tidak sah secara hukum dan merupakan pelanggaran terhadap solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai, sesuai dengan batas-batas yang diakui oleh internasional (UNSC, 2016). 
B. Kekerasan Terhadap Masyarakat Palestina
Israel juga turut melakukan penyerangan terhadap masyarakat Palestina. Berdasarkan data dari OCHA, sejak Januari 2017 hingga September 2023, terdapat sedikitnya 30 orang dalam setahun, yang menjadi korban akibat aksi ini (OCHA, 2023). Berikut adalah grafik yang menunjukan data korban jiwa setiap tahunnya: 
[image: A blue rectangular object with numbers

Description automatically generated with medium confidence]
Sumber : OCHA (2023)
Masyarakat Palestina juga turut mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Dalam tiga tahun terakhir, bentrokan antara masyarakat Palestina dengan aparat keamanan Israel juga terus terjadi pada Bulan Ramadhan. Pada tahun 2021, aparat keamanan Israel melakukan penyerbuan di Masjid Al Aqsa, menyerang masyarakat yang sedang menjalankan ibadah, dan melemparinya dengan granat kejut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami luka. Selanjutnya pada tahun 2022, aksi penyerangan juga kembali terjadi, berdasarkan keterangan saksi mata, aparat keamanan tak segan untuk menembakan gas air mata dan peluru karet terhadap masyarakat yang ada disana (Al Jazeera, 2022). Peristiwa tersebut juga kembali terjadi, pada Bulan Ramadhan tahun 2023. Seorang saksi mata melaporkan, aparat keamanan merusak kaca masjid dan menyerang masyarakat yang sedang menjalankan ibadah, dengan menggunakan granat listrik dan gas air mata, mengakibatkan masyarakat mengalami luka dan sesak nafas. Selain melakukan penyerangan, Israel juga turut menahan sekitar 400 orang warga Palestina (Al Jazeera, 2023). 
C. Mengisolasi Jalur Gaza 
Sejak Juni 2007, ketika Hamas memperoleh kendali atas Jalur Gaza, Israel juga menerapkan blokade atas wilayah tersebut, baik melalui darat, laut, maupun udara.  Situasi ini mengakibatkan masyarakat Gaza hidup dalam kesulitan dan keterbatasan. Berdasarkan laporan dari UNRWA, dari total keseluruhan penduduk Gaza, 81,5% diantaranya hidup dalam kemiskinan. Selain itu, 95% wilayah di Gaza mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Akses terhadap listrik juga masih dibatasi, berdasarkan laporan pada Juli 2023, akses listrik hanya tersedia rata-rata 11 jam per hari (UNRWA, 2023).
Selain membatasi kehidupan masyarakat di Jalur Gaza, Israel juga terus mengirimkan serangan ke wilayah ini, mengakibatkan banyaknya korban luka hingga tewas. Serangan tersebut tidak hanya menargetnya pasukan bersenjata, namun juga masyarakat sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Selain itu, aksi penyerangan juga mengakibatkan banyak bangunan hancur. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus penyerangan besar-besaran terhadap warga sipil juga terjadi di wilayah ini. Sebagai contoh pada tahun 2021, pertempuran besar terjadi selama 11 hari. Peristiwa ini dipicu oleh serangan Hamas, sebagai balasan atas bentrokan, yang melibatkan masyarakat Palestina dan aparat keamanan Israel, di Masjid Al Aqsa. Akibat dari peristiwa ini, tercatat sedikitnya 250 orang Palestina dan 13 orang Israel tewas (Reuters, 2022). 
Contoh kasus lain terjadi pada tahun 2023 yang dikenal sebagai Perang Hamas-Israel, yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Israel kemudian menyatakan perang terhadap Hamas, akan tetapi dalam serangannya, Israel tidak hanya menargetkan Hamas maupun pasukan bersenjata lainnya, melainkan juga warga sipil dan fasilitas publik, seperti sekolah, tempat ibadah, maupun rumah sakit. Selain mengirimkan serangan, Israel juga meminta warga sipil yang ada di utara, untuk meninggalkan tempat tinggal, dengan alasan akan terjadi pertempuran di area tersebut. Hal ini mengakibatkan, lebih dari satu juta warga sipil pergi untuk, mengevakuasi diri ke wilayah Selatan. Akan tetapi, Israel justru mengirimkan serangan udara kepada masyarakat yang sedang dalam perjalanan menuju tempat pengungsian, dan menewaskan lebih dari 70 orang warga sipil (Debre & Shurafa, 2023). Imigrasi besar-besaran ini, mengingatkan masyarakat pada tragedi Nakba tahun 1948, yang mana sebanyak lebih dari 750.000 masyarakat Palestina terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya, akibat terjadinya perang. Hingga akhir tahun 2023, Menteri Kesehatan Gaza melaporkan terdapat lebih dari 21.000 orang  warga Palestina tewas akibat peristiwa ini (The Guardian, 2023). Hingga akhir tahun 2023, permasalahan ini terus berlanjut dan belum berhasil diselesaikan. 

Peran Liga Arab dalam Menghentikan Penjajahan Israel di Palestina
Liga Arab merupakan sebuah organisasi regional beranggotakan 22 negara, yang tumbuh dari adanya semangat nasionalisme masyarakat Arab, yang berkeinginan untuk bebas dari pengaruh kolonialisme. Sejak awal terbentuk, organisasi ini telah menjadi wadah untuk setiap negara anggota dalam menjalin hubungan kerja sama, tak terkecuali untuk membantu mewujudkan kemerdekaan negara Arab lainnya. Toffolo menjelaskan, Liga Arab memandang pembentukan Negara Israel sebagai bagian dari perpanjangan dari dominasi Barat. Sehingga ketika awal terbentuk, Israel bukan hanya mendapatkan penolakan dari masyarakat Palestina, namun juga negara-negara Arab lainnya (Toffolo, 2008, pp. 7-24). 
Selain itu, Liga Arab juga turut mengadopsi Arab Peace Initiative atau API, sebuah rencana perdamaian yang diperkenalkan oleh Raja Arab Saudi, Raja Abdullah pada tahun 2002. Melalui rencana ini, Liga Arab menawarkan normalisasi hubungan antara negara Arab dengan Israel, apabila Israel bersedia untuk menarik diri dari Palestina (League of Arab States, 2002). 
Sebagai sebuah organisasi regional, Liga Arab memiliki tiga peran penting, yakni sebagai aktor, arena, dan instrumen. Sebagai aktor, organisasi regional memiliki kuasa untuk mengambil tindakan secara independen tanpa terpengaruh oleh pihak luar. Sedangkan sebagai arena, organisasi regional berperan untuk memfasilitasi adanya pertemuan bagi para anggota, agar dapat berkumpul, bekerja sama, maupun berdebat. Selain itu, organisasi regional juga berperan sebagai instrumen atau suatu alat yang digunakan oleh negara untuk mewujudukan kepentingan mereka (Archer, 2001).  Berikut adalah beberapa peran yang dilakukan oleh Liga Arab, sebagai organisasi regional, terhadap permasalahan penjajahan Israel di Palestina, berdasarkan ketiga peran tersebut: 
A. Peran Sebagai Aktor
Organisasi regional merupakan aktor independen dalam sistem internasional. Dalam hal ini, makna independen atau mandiri merujuk pada bagaimana aktor tersebut bertindak, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seperti halnya sebuah negara (Archer, 2001, pp. 79-92). Sebagai aktor, organisasi regional memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan aktor lain dalam forum internasional, baik itu negara maupun organisasi internasional lainnya. dalam tujuh tahun terakhir, peran tersebut lebih ditunjukan melalui dialog dan hubungan kerja sama, dengan pihak luar, baik itu organisasi internasional lain, seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun dengan negara yang bukan merupakan anggota. Berikut adalah beberapa contoh peran Liga Arab dalam forum internasional: 
Dalam tujuh tahun terakhir, Liga Arab juga terus menyuarakan permasalahan Palestina ke dalam forum internasional. Pembahasan mengenai solusi dua negara juga selalu diangkat, pada berbagai pertemuan, sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan Palestina. Setiap tahunnya, Liga Arab juga terus menyampaikan pidatonya dalam Hari Solidaritas Internasional Rakyat Palestina, yang diperingati setiap tanggal 29 November. Begitu juga dalam pertemuan lain pada forum PBB yang berkaitan dengan Palestina. 
Liga Arab juga menjalin kerja sama dengan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee atau UNRWA, yang merupakan badan bantuan PBB yang ditujukan untuk para pengungsi Palestina. Dalam kerja sama ini, Liga Arab menyediakan forum bagi UNRWA untuk menyampaikan perkembangan dan permasalahan yang berkaitan dengan situasi pengungsi. Seperti yang dilakukan pada 4 Maret 2020, melalui pertemuan tersebut, UNRWA menyampaikan permasalahannya mengenai kesulitan mereka dalam hal keuangan dan kekhawatiran terhadap UU Israel yang ditakutkan akan menghalangi aktivitas UNRWA di Yerusalem Timur. Pada pertemuan tersebut, UNRWA juga mengucapkan terima kasih terhadap negara-negara anggota Liga Arab, atas segala dukungan yang diberikan (League of Arab States; UNRWA, 2020).
Liga Arab juga menjalin kerja sama dengan organisasi regional, salah satunya adalah Uni Eropa. Berdasarkan pernyataannya pada Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Frederica Mogherini, menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung komitmen terhadap solusi dua negara, sebagai jalan keluar untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan perdamaian (European Union, 2019). Kedua organisasi juga turut mengadakan pertemuan, salah satunya adalah pertemuan trilateral, yang dihadiri oleh Liga Arab, Uni Eropa, dan Arab Saudi. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya kelompok kerja, yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya regional dan internasional, guna mendorong terlaksananya solusi dua negara (European Union, 2023).
Bersama dengan OKI dan beberapa negara lain, Liga Arab juga turut melaporkan Israel pada Mahkamah Internasional. Laporan ini menyusul Resolusi PBB pada Desember 2022, yang meminta International Court Justice (ICJ) untuk memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum atas pendudukan, pemukiman, serta aneksasi Israel termasuk tindakan yang ditujukan untuk mengubah karakter dan status Yerusalem, serta tindakan dan undang-undang diskriminatif Israel. Selain itu, resolusi tersebut juga meminta ICJ untuk memberikan pendapat terkait bagaimana kebijakan dan praktik tersebut mempengaruhi status hukum pendudukan, serta konsekuensi hukum bagi negara dan PBB yang akan ditimbulkan, akibat dari status tersebut (Al Jazeera, 2022). Pada 10 Maret 2023, ICJ melaporkan, telah memberikan wewenang terhadap Liga Arab, atas permintaannya agar dapat berpartisipasi pada persidangan, terkait konsekuensi hukum yang timbul akibat dari praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur (International Court Justice , 2023). Selanjutnya, pada 14 November 2023, ICJ melaporkan, telah menerima 15 komentar tertulis yang telah diajukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional, terkait konsekuensi hukum akibat pendudukan tersebut. Beberapa diantara pelapor tersebut adalah Liga Arab dan sejumlah negara anggota liga, yaitu: Palestina, Qatar, Yordania, Mesir dan Aljazair (International Court Justice, 2023).
Sebagai organisasi regional yang menaungi Palestina, Liga Arab turut memandang serius peristiwa yang memanas, sejak 7 Oktober tersebut. Melalui berbagai pernyataannya, Liga Arab mengecam segala tindakan Israel yang dilakukan di Jalur Gaza. Para anggota liga, juga menolak untuk menjustifikasi aksi Israel tersebut, sebagai pembelaan diri (Al Jazeera, 2023). Sebagai bentuk kepedulian, Liga Arab berkomitmen melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Liga Arab juga turut berkolaborasi dengan badan-badan kemanusiaan, seperti UNRWA dan Egyptian Red Crescent Society (League of Arab States, 2023). 
Pada forum internasional, Liga Arab juga terus menyuarakan situasi yang terjadi pada Palestina dan menuntut adanya kesepakatan gencatan senjata, untuk dapat mengakhiri situasi ini. Salah satu pernyataan turut disampaikan dalam Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB, yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2023. Bersama dengan beberapa perwakilan negara Arab di Dewan Keamanan PBB lain, Liga Arab menuntut adanya gencata senjata, pengiriman bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup, serta pencabutan blokade Gaza yang secara jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional (The New Arab, 2023). 
Liga Arab juga menggelar KTT Arab-Islam, yang merupakan KTT gabungan antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pada 11 November 2023, di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, para peserta mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang. Negara-negara peserta juga menyerukan Israel untuk mengakhiri pengepungan, dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk membuat resolusi yang lebih kuat dan mengikat (Al Jazeera, 2023). Meskipun secara kompak telah menyerukan kecaman, sejumlah negara anggota liga, yakni Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain, menolak saran Iran untuk melakukan pemutusan hubungan, setidaknya sementara, dan embargo minyak dan pangan terhadap Israel (Ghaddar, 2023). 

B. Peran Sebagai Arena
Sebagai organisasi regional, Liga Arab juga berperan dalam menjadi arena atau forum untuk para negara anggotanya. Liga Arab harus berkawajiban tempat pertemuan, sehingga para anggota dapat berkumpul, bekerja sama maupun berdebat untuk menyikapi suatu permasalahan yang ada. Terkait perannya sebagai arena, Liga Arab telah mengaturnya dalam Pasal 9 Piagam Liga Arab, yang menjelaskan bahwa para negara anggota Liga Arab, diwakili oleh Dewan Liga, akan melakukan pertemuan setidaknya dua kali dalam satu tahun, umumnya pada bulan Maret dan September. Selain itu, jika dibutuhkan, sidang luar biasa juga dapat diselenggarakan, atas permintaan dua negara anggota (League of Arab States, 1945). Dalam tujuh tahun terakhir, Liga Arab telah menyelenggarakan lima Konferensi Tingkat Tinggi, dan pada setiap pertemuannya, Liga Arab selalu menyertakan pembahasan mengenai Palestina. 
Di tahun 2017, Konferensi Tingkat Tinggi dilaksanakan pada 23-29 Maret di Amman, Yordania. Melalui pertemuan tersebut, Liga Arab menegaskan penolakan mereka terhadap sistem apartheid yang ada pada Palestina. Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menyampaikan, pentingnya untuk saling bekerja sama dan memberikan tekanan dengan serius kepada komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk menolak sistem Apartheid. Al Thani juga menyampaikan pentingnya bersikap tegas terhadap Israel, agar berhenti untuk melakukan pembangunan pemukim, menerapkan resolusi legitimasi internasional, mengakhiri berbagai pelanggaran terhadap masyarakat Palestina, dan mencabut pengepungan di Jalur Gaza. Dalam pertemuan ini, para perwakilan negara anggota Liga Arab, seperti Presiden Palestina, hingga Sekretaris Jenderal PBB, menegaskan kembali mengenai solusi dua negara, sebagai satu-satunya jalan. Hal ini sekaligus menjadi respon terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan terbuka terhadap keputusan apapun, baik itu satu negara maupun dua negara (Zena Al Tahhan, 2017). 
Selanjutnya pada tahun 2018, Liga Arab kembali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi, yang dilaksanakan pada 15 April 2018 dan berlokasi di Dharan, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Liga Arab turut membahas mengenai penolakan terhadap keputusan Presiden Trump, yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke wilayah Yerusalem. Menanggapi keputusan tersebut, Arab Saudi, sebagai tuan rumah, mengganti nama Konferensi Tingkat Tinggi tersebut menjadi Konferensi Tingkat Tinggi Quds, yang merupakan Bahasa Arab dari Yerusalem. Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, juga turut menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah bagian yang tak terpisahkan dari Palestina (Al Jazeera, 2018).
Pada tahun 2019, Liga Arab menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi di Tunis, Tunisia. Sama seperti KTT di tahun sebelumnya, pada pertemuan ini, Liga Arab kembali membahas mengenai tindakan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Pada pertemuan ini, Liga Arab juga kembali mengecam tindakan yang di ambil oleh Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai “dangerous and unacceptable” serta “flagrant attack on a political solution to the Israeli-Palestinian conflict”. Meskipun demikian, pertemuan ini juga tidak berhasil mendorong Amerika Serikat, untuk memindahkan kedutaan mereka dari Yerusalem. Sementara itu, Liga Arab juga tak memenuhi keputusan yang telah mereka sepakati pada KTT Darurat Yordania tahun 1980, untuk memutuskan hubungan dengan negara yang memindahkan kedutaannya ke kota suci tersebut (Bishara, 2019). Hal ini menunjukan bahwa Liga Arab hanya dapat mengecam dan memberikan peringatan, namun tak dapat merumuskan langkah tegas yang dapat menekan keputusan Amerika Serikat. 
Tiga tahun kemudian, Liga Arab kembali mengadakan KTT pada tahun 2022, yang diselenggarakan di Aljazair. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Liga Arab kembali menyerukan, seruan yang tak jauh berbeda. Pembahasan tersebut meliputi dukungan terhadap Palestina dalam memeroleh haknya, menyerukan Arab Peace Initiative (2002), melanjutkan upaya perlindungan tempat-tempat suci yang ada di Yerusalem, mendesak diakhirinya blokade Jalur Gaza serta dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB (League of Arab States, 2022). 
Kemudian pada tahun 2023, dalam KTT berikutnya yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi. Liga Arab juga kembali membahas beberapa topik, yang hampir sama dengan sebelumnya, yakni mengenai dukungan terhadap hak Palestina atas wilayah mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada tahun 1967, dan juga menyuarakan mengenai Arab Peace Initiative. Melalui pertemuan ini, Liga Arab mengadopsi Deklarasi Jeddah, untuk menegaskan pentingnya persatuan, terkait keamanan dan stabilitas (Alarabiya News, 2023). 
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam setiap penyelenggaraan KTT tahunan, Liga Arab secara konsisten terus membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada Palestina. Berbagai pernyataan yang sama juga terus diulang dalam setiap pertemuan liga. Meskipun demikian, dalam berbagai pertemuan tersebut, tidak ada kesepakatan untuk mengambil langkah tegas, terkait terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. 

C. Peran Sebagai Instrumen
Peran lain dari organisasi regional adalah instrumen atau alat yang digunakan oleh negara anggota, untuk memenuhi kepentingan mereka (Archer, 2001, pp. 68-73).  Dalam hal ini, Palestina sebagai negara anggota, dapat menjadikan Liga Arab sebagai alat untuk membantu menyuarakan permasalahan yang terjadi pada negaranya, serta menentukan langkah terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada negara tersebut. 
Berdasarkan Pasal 9, Piagam Liga Arab, negara anggota dapat meminta untuk diadakan extraordinary session, ketika negara tersebut membutuhkannya. Lebih lanjut, negara anggota juga memiliki kewenangan untuk meminta Liga Arab menyelenggarakan Pertemuan Dewan, ketika negara tersebut tengah dihadapkan dalam situasi terancam.  Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Piagam Liga Arab, Berdasarkan isi dari Pasal tersebut, Liga Arab dapat menjadi alat bagi Palestina untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi pada negaranya (League of Arab States, 1945). Dengan demikian, Liga Arab dapat membantu Palestina dalam menentukan langkah dalam mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan dari tindakan Israel. Berikut adalah beberapa contoh upaya Palestina untuk menjadikan Liga Arab sebagai instrumen di dalam kepentingannya: 
Pada tahun 2019, Palestina pernah meminta Liga Arab menyelenggarakan extraordinary session, untuk membahas mengenai pernyataan sepihak Amerika Serikat yang menyebut, bahwa pemukiman yang Israel di wilayah Palestina yang telah mereka duduki sejak tahun 1967, tidak melanggar hukum internasional. Pernyataan ini menimbulkan beragam kritikan dari masyarakat internasional. Menanggapi permintaan tersebut, Liga Arab kemudian mengadakan extraordinary session pada 25 November 2019, dengan dipimpin oleh Republik Irak dan berlokasi di Kairo, Mesir. Pertemuan ini menghasilkan Resolusi 8455 dengan judul ‘Rejection of the United States decision that Israeli settlements are not inconsistent with international law’, atau penolakan terhadap keputusan Amerika Serikat, bahwa pemukiman Israel tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam resolusi ini, Liga Arab mengutuk kebijakan pemukiman ilegal Israel dan menyatakan bahwa aksi tersebut melanggar hukum internasional maupun resolusi PBB, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 465 (1980), 497 (1981), serta 2334 (2016) (League of Arab States, 2019).  
Pada Mei 2021, Palestina juga pernah meminta bantuan Liga Arab, untuk menyelesaikan bentrokan yang terjadi antara masyarakat Palestina dengan aparat keamanan Israel di Yerusalem, yang disusul dengan pertempuran antara Hamas dan Israel di Gaza. Liga Arab kemudian menyelenggarakan pertemuan Dewan Liga Arab tingkat Menteri, pada tanggal 11 Mei. Pertemuan ini menghasilkan Resolusi 8660 yang diantaranya membahas mengenai kecaman terhadap tindakan pendudukan dan pelanggaran hak kebebasan beribadah yang dilakukan oleh Israel di Yerusalem, serta seruan bagi pihak internasional, untuk mengambil tindakan yang diperlukan (United Nations Security Council, 2021). Liga Arab juga menjadi salah satu pihak yang hadir dan menyuarakan permasalahan ini dalam Pertemuan PBB, yang diselenggarakan pada 20 Mei 2021. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan gencata senjata, untuk mengakhiri pertempuran Hamas-Israel yang telah berlangsung selama 11 hari (United Nations, 2021). Meskipun demikian, pada Ramadan di tahun-tahun selanjutnya, ketegangan kembali terjadi, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh aparat keamanan Israel di dalam Masjid Al Aqsa.

Faktor Ketidakberhasilan Liga Arab
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hingga saat ini, Israel masih terus melanjutkan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan di wilayah Palestina, bahkan sejak 7 Oktober 2023 hingga artikel ini ditulis, Israel melakukan genosida di Gaza (Al Jazeera, 2024). Hal ini menunjukan bahwa berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Liga Arab, selaku organisasi regional, belum mampu untuk memerdekakan Palestina. Ketidakberhasilan ini semakin menguatkan beberapa pandangan yang menjelaskan ketidakefektifan Liga Arab sebagai organisasi regional dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan. Sebelumnya, Joseph Nye pada tahun 1971 pernah melakukan analisis terhadap beberapa organisasi regional, meliputi Liga Arab, Organization of American States (OAS) dan Organization for Africa Unity (OAU). Berdasarkan perbandingan tersebut, Nye menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Liga Arab adalah 263 jauh tertinggal dibandingkan dengan kedua organisasi lainnya, yang mana OAS memeroleh angka 856 sedangkan OAU 418. Dalam analisis lain yang dilakukan oleh Mark Zacher pada tahun 1977, Zacher juga menyebutkan Liga Arab hanya mampu memediasi sebanyak dua belas konflik yang terjadi pada kawasannya (Barnett, 1995). Lebih lanjut, hingga tahun 2008, organisasi ini juga tercatat hanya memediasi 19 dari total 56 konflik yang berkembang di kawasan tersebut (Nasur, Irshaid, & Jreban, 2017).
Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh adanya ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Berdasarkan sejarah, ketergantungan negara-negara Arab terhadap barat adalah suatu hal yang telah terjadi sejak lama. Raymond Hinnebusch menjelaskan dalam bukunya, The International Politics of the Middle East, setelah tanah Arab berhasil ditaklukan pada tahun 1967, negara-negara Arab semakin bergantung pada Amerika Serikat. Kemenangan Israel membuka peluang Amerika Serikat untuk melemahkan pengaruh Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang tidak tunduk terhadap Barat, untuk memperkuat negara-negara konservatif, dan memaksa penerimaan negara Arab terhadap Israel. Keberhasilan Amerika Serikat dalam menaklukan Mesir, dibawah kepemimpinan Anwar Sadat, juga semakin membuka peluang bagi Amerika Serikat, untuk memulihkan kekuatannya di kawasan tersebut (Hinnebusch, 2018, pp. 30-31). 
Pada tahun 2020, Israel dan Amerika Serikat semakin membuka peluangnya terhadap normalisasi hubungan dengan negara Arab, melalui Abraham Accord. Berbeda dengan Mesir dan Yordania, yang melakukan kesepakatan sebagai bentuk perdamaian. Negara-negara yang menyepakati Abraham Accord, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, tidak pernah terlibat perang dengan Israel, sehingga dalam beberapa pandangan, kesepakatan ini tak dapat dikategorikan sebagai “perjanjian perdamaian”. Kesepakatan yang tertuang dalam Abraham Accord memberikan keuntungan bagi negara-negara yang menyepakatinya, karena membuka peluang kerja sama dalam hal keamanan, ekonomi dan infrastruktur. Melalui bukunya yang berjudul Trump’s Peace the Abraham Accord and Reshaping Peace of the Middle East, Ravid juga menyebut bahwa kedepannya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan memprioritaskan perdamaian dengan Arab Saudi, dalam kebijakan luar negerinya (Ravid, 2023, pp. 524-536). 
Meskipun kesepakatan Abraham Accord, berhasil membuat Israel menunda untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, akan tetapi kesepakatan ini tidak membantu Palestina untuk keluar dari permasalahannya. Hal ini dikarenakan, kesepakatan tersebut memang tidak dirancang untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Beberapa pandangan bahkan menyebut, kesepakatan ini hanya mengalihkan perhatian terhadap situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel (Ravid, 2023, pp. 524-536). Sebagai organisasi regional, Liga Arab pun tak dapat melakukan langkah apapun, ketika Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyampaikan kritiknya terhadap kesepakatan ini. Dalam Pertemuan PBB yang dilakukan pada 25 September 2020, Abbas bahkan menyampaikan kekecewaannya, dan mengatakan tidak ada perdamaian, sebelum diakhirinya pendudukan Israel (Krauss, 2020). Melaui kesepakatan ini, negara-negara Arab seakan melupakan komitmen mereka yang tertuang dalam Arab Peace Initiative, untuk menyepakati normalisasi, setelah Israel mengakhiri pendudukan tersebut.
Selain itu, faktor lain yang memengaruhi ketidakberhasilan tersebut terjadi dikarenakan oleh kurangnya solidaritas negara-negara anggota.  Sebagai sebuah organisasi regional yang tumbuh dari gerakan Pan-Arabisme, yang hadir sebab adanya keinginan dari negara-negara Arab untuk bersatu dan bekerja sama, agar terbebas dari pengaruh asing. Pada masa kepemimpinan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, pandangan mengenai Arabisme sangat berkembang, dan mengikat persatuan di antara negara-negara Arab. Di bawah pengaruhnya, Mesir berhasil memegang pengaruh di kawasan yang dikhawatirkan dapat menggerakan masa Arab, untuk melawan para pemimpin negaranya. Selain itu, adanya gagasan mengenai minyak sebagai warisan bersama Arab, juga turut menjadi ancaman, khususnya bagi beberapa negara yang memiliki kedekatan dengan Barat. Pandangan ini seringkali dianggap menjebak para pemimpin negara Arab, dalam komiten yang tidak realistis dan beresiko akan merugikan kepentingan negara (Hinnebusch, 2018, pp. 28-30). 
Nilai Arabisme yang seharusnya menguatkan solidaritas negara-negara di kawasan, tak dapat menyatukan negara-negara Arab pada komitmen yang sama. Perlahan nilai-nilai tersebut juga ditinggalkan, sebab adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing negara. Adanya peristiwa besar, seperti kekalahan Arab dalam Perang Arab-Israel tahun 1967, juga mendorong para pemimpin Arab yang semula begitu bersemangat memperjuangkan Palestina, kini memilih untuk lebih mementingkan kondisi dalam negerinya. Pada akhirnya, para pemimpin pun sepakat menggunakan KTT Arab, untuk melemahkan standar Arabisme, dan mengakibatkan terjadi pergeseran normatif, yang mengalihkan fokus Arabisme menjadi kedaulatan negara masing-masing. Hal ini membawa perubahan di antara negara-negara Arab untuk memilih cara diplomatis, sebagai jalan keluar, unruk menyelesaikan permasalahan dengan Israel  (Hinnebusch, 2018, pp. 65-67). Kurangnya solidaritas juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Ulger dan Hamoura, menjelaskan, proses pengambilan keputusan seringkali menjadi tempat permainan kekuatan bagi anggota yang kuat, untuk anggota yang lemah (Ülger & Hammoura, 2018).


Simpulan
Hingga saat ini, Liga Arab terus menunjukan perannya, sebagai aktor, arena dan instrume, untuk mencari solusi dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan Israel terhadap Palestina. Sebagai aktor, peran dalam tujuh tahun terakhir, ditunjukan dengan menyuarakan maupun mengecam tindakan Israel pada forum internasional, serta melakukan kerja sama dengan pihak luar organisasi. Sedangkan sebagai arena, peran dilakukan dengan menyediakan forum agar para anggota dapat mendiskusikan keputusan yang diambil terhadap Palestina. Sementara itu, sebagai instrumen, peran Liga Arab ditunjukan ketika Palestina berada dalam situasi genting dan meminta untuk diadakan pertemuan darurat. 
Meskipun demikian, berbagai peran yang dilakukan Liga Arab dalam tujuh tahun terakhir, tidak maksimal, sehingga permasalahan yang terjadi tak dapat terselesaikan. Palestina masih di bawah status pendudukan dan masyarakat terus menghadapi berbagai kesulitan, akibat penindasan Israel. Sementara itu, berbagai kecaman dan peringatan yang dikeluarkan yang disuarakan oleh Liga Arab juga tak cukup untuk menghentikan Israel melakukan pelanggarannya. Liga Arab tak dapat mengatur negara-negara anggotanya untuk menerapkan Arab Peace Initiative, sebagai rencana yang telah disepakati untuk menukarkan tanah dengan perdamaian, untuk menjadi solusi perdamaian negara Arab dan Israel. Adapun faktor yang menghalangi ketidakberhasilan Liga Arab dalam menyelesaikan perannya terjadi dikarenakan adanya ketergantungan antara beberapa negara anggota dengan Amerika Serikat. Selain itu, organisasi ini juga tidak memiliki solidaritas yang kuat. Nilai-nilai Arabisme yang semula menjadi pendorong yang mempersatukan para anggota telah sejak lama telah ditinggalkan. Proses pengambilan keputusan yang seharusnya dibuat dengan mengutamakan kepentingan bersama, justru dilakukan untuk kepentingan pihak tertentu. Para anggota lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan masing-masing, sehingga Liga Arab tak dapat mengambil keputusan yang tegas terhadap Israel.
Oleh sebab itu, Liga Arab perlu meningkatkan solidaritas persatuan di antara negara anggota, untuk memperjuangkan hak Palestina, sesuai dengan komitmen mereka dalam Arab Peace Initiative, yakni untuk melakukan perdamaian setelah Israel mengakhiri pendudukannya dan meninggalkan Palestina. Selain itu, negara-negara anggota juga perlu meningkatkan persatuan regional, sehingga dapat mengurangi pengaruh eksternal yang seringkali menjadi penghalang terwujudnya perdamaian Palestina. Liga Arab juga perlu untuk terus menyuarakan permasalahan yang terjadi pada Palestina, sehingga dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap Palestina dalam forum internasional, dan memberikan tekanan terhadap Israel, untuk mengakhiri pendudukan dan mematuhi hukum internasional yang berlaku.
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